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Abstract 
This research aims to analyze the influence of income inequality and the human development index on 
poverty in North Sumatra Province. Using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) as well 
as multiple linear regression analysis methods, this research aims at the relationship between the 
independent variable, namely income inequality as measured through the Gini Index and human 
development index (HDI), with the dependent variable, namely the poverty level. The research results 
show that income inequality has a positive and significant influence on poverty levels, which means that 
increasing income inequality tends to increase poverty rates. On the other hand, the human development 
index has a negative and significant effect on poverty, which shows that increasing HDI tends to reduce 
poverty levels. These findings indicate the need for policies that focus more on income distribution and 
improving the quality of human development to reduce poverty in North Sumatra. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan indeks 
pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Menggunakan data sekunder 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta metode analisis regresi linier berganda, penelitian ini 
mengevaluasi hubungan antara variabel independen, yaitu ketimpangan pendapatan yang diukur 
melalui Indeks Gini dan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan variabel dependen yaitu tingkat 
kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan ketimpangan pendapatan 
cenderung meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam 
IPM cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan 
yang lebih fokus pada pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia untuk 
mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara. 
Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan 
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PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik negara 
maupun daerah. Tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara atau daerah dapat dilihat 
dari kondisi kemiskinan dari negara atau daerah itu sendiri. Dalam suatu wilayah, apabila 
penduduk miskin semakin banyak, maka wilayah tersebut semakin tidak sejahtera dan 
sebaliknya apabila terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap penduduk, itu disebabkan oleh 
berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin menjadi lebih sedikit (Leasiwal, 
2013). Masalah kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, 
pertumbuhan ekonomi yang mengalami keterlambatan, terdapatnya ketimpangan pendapatan 
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dan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM). Kemiskinan merupakan salah satu 
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir keseluruhan negara-negara berkembang 
tanpa terkecuali di Indonesia. Bahkan perdebatan tentang kemiskinan dan penangulangannya 
hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar untuk diselesaikan (Ayu et al., 2010). 
Kompleksitas dalam tinjauan permasalahan kemiskinan tersebut, tidak terlepas atas 
banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup kompleks dan hal 
ini tidak terlepas atas banyaknya variabel yang menentukan kemiskinan, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tidak ada kemiskinan yang timbul disebabkan adanya faktor tunggal 
(Ginting & Rasbin, 2010). Uraian senada dikemukakan pula oleh Asrol & Ahmad (2018) bahwa 
kompleksitas dan multidimensi atas kemiskinan disebabkan atas beragamnya definisi tentang 
kemiskinan. Dimana kemiskinan tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi, tetapi juga 
telah secara meluas terkait dengan berbagai dimensi, seperti sosial, kesehatan, pendidikan 
dan politik. Ayu et al (2010) menambahkan bahwa definsi kemiskinan yang bersifat 
multidimensi dan sulit diukur, mengakibatkan sering kali kebijakan yang diturunkan dalam 
mengetaskan kemiskinan menjadi inkonsistensi. Terjadi peningkatan dan penurunan 
kemiskinan di sumatera utara pada tahun 2014 – 2023. Kemiskinan di sumatera utara pada 
tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat pesat yaitu 10,53 persen hal ini disebabkan oleh 
kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, dan juga imbas dari perlambatan 
ekonomi yang menekan indikator kesejahteraan di sektor riil. Begitu juga dengan harga beras 
pada periode tersebut yang mengalami penigkatan 14,48 persen. Pada tahun 2023 
kemiskinan terjadi penurunan yang sangat pesat yaitu 8,15 persen hal ini disebabkan oleh 
pertumbuhan ekonomi serta faktor lainnya yang membuat garis kemiskinan menurun adalah 
meningkatkan pendapatan per kapita yang tercatat Rp602.999/kapita/bulan pada Maret 
2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp458.706 atau 76,07%, dan 
Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 144.293 atau sekitar 23,93% dan peningkatan 
pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi 
dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk 
menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut. 
Penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sumut. 

Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: 
1. Pertumbuhan Ekonomi: Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah atau stagnan dapat 

menyebabkan pendapatan per kapita yang rendah, sehingga banyak orang tetap berada 
dalam kemiskinan. 

2. Pengangguran: Tingginya tingkat pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga, 
meningkatkan risiko kemiskinan. 

3. Distribusi Pendapatan: Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan sebagian 
besar kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat tetap 
miskin. 

4. Inflasi: Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang 
berpenghasilan rendah. 

 

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang 
diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan distribusi pendapatan erat hubungannya 
dengan kemiskinan, karena kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan 
antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah semakin timpang. Permasalahan 
ketimpangan distribusi pendapatan sering dialami oleh beberapa negara berkembang. Setiap 
negara tentunya mempunyai tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang kemudian diterapkan oleh 
pemerintah dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat 
dimana nantinya dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan terjadi pemerataan. Menurut 
Sugiyarto (2015:116), hubungan ketimpangan dan kemiskinan adalah hubungan pragmatis, 
yakni kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan atau kemiskinan terbentuk dari ketimpangan. 
Ketimpangan di suatu daerah akan memuculkan suatu masalah seperti peningkatan migrasi, 
tindakan kriminal dan konflik antar penduduk (Fahrizal, 2019:400) 

Terjadi peningkatan dan penurunan ketimpangan pendapatan di sumatera utara pada 
tahun 2014 – 2023. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio ketimpangan pendapatan yaitu 
sebesar 0,3120 persen sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio ketimpangan 
pendapatan yaitu sbesar 0,3090 persen. Terjadi peningkatan rasio ketimpangan pendapatan 
pada tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan BBM sehingga memperlebar kesenjangan 
pengeluaran konsumsi antar rumah tangga. Hasil temuan ini sejalan pula dengan temuan 
beberapa peneliti terdahulu Badriah(2019); Suparman et al (2021) bahwa ketimpangan 
pendapatan (distribusi pendapatan) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nisa et al 
(2020), penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya pendapatan yang diterima dan 
sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak, sehingga 
kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk, seiring 
dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Ketimpangan 
pendapatan setidaknya didorong oleh beberapa faktor diantaranya yaitu inflasi, 
pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. (Ibnurrasyad, 2014). IPM adalah 
faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di berbagai daerah. IPM mencakup 
beberapa indikator penting seperti harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup, yang 
mencerminkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Penurunan angka 
kemiskinan ketika IPM meningkat merupakan indikasi bahwa kualitas sumber daya manusia 
yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan produktivitas kerja penduduk yang akan 
menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat mengurangi 
kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia secara umum diukur dengan indek pembangunan 
manusia (IPM). Besar kecilnya produktivitas penduduk digambarkan oleh tinggi rendahnya 
IPM. Semakin tinggi IPM akan mendorong peningkatan produktivitas penduduk dan akan 
mempengaruhi peningkatan terhadap tingkat pendapatan penduduk. Sebaliknya, jika IPM 
rendah maka dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang cenderung menurun. 
Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya IPM dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang 
menentukan produktivitas dan mendorong tingkat pendapatan. 

Terjadi peningkatan secara terus menerus selama tahun tahun 2014 – 2023. 
Peningkatan IPM Sumatera Utara 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan 
hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami 
percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, 
terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Terjadi peningkatan IPM secara terus 
menerus ini disebabkan oleh dukungan pemprov sumut kepada para pelajar untuk lebih rajin 
membaca melalui pojok baca dan pengembangan perpustakaan yang tersedia di 33 
kabupaten/kota bahkan sampai ke desa. Temuan ini sejalan dengan temuan dari beberapa 
peneliti terdahulu yakni Fiskal & Wardani(2020); Lilik Andrietya et al(2020); Desmawan et 
al(2021); Rifkah & Nabila(2021); Ayu et al (2021) bahwa IPM berpengaruh negative signifikan 
terhadap kemiskinan. Dimana tingginya kualitas sumber daya manusia yang tercermin atas 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berimplikasi terhadap penurunan jumlah 
penduduk miskin. Nilai IPM dipengaruhi oleh tifa faktor yaitu tingkat pendidikan, tingkat 
kesehatan, dan standar hidup yang layak Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi terbesar 
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di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait ketimpangan pendapatan dan upaya 
peningkatan IPM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan di 
Sumatera Utara masih relatif tinggi, yang ditunjukkan oleh koefisien Gini yang cukup besar. 
Sementara itu, meskipun IPM Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 
tingkat kemiskinan di daerah ini tetap menjadi masalah yang mendesak untuk diatasi. Studi 
ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan pendapatan dan IPM 
mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan memahami hubungan antara 
ketiga variabel ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan 
data sekunder dari berbagai sumber resmi, seperti BPS dan laporan-laporan pemerintah, 
untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial-ekonomi di 
Sumatera Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan 
yang berbasis bukti untuk pemerintah daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara. 
 
Kajian Teori 
Ketimpangan Pendapatan 

Menurut Smith dan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya 
perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga 
mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Karl 
Marx berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan adalah hasil dari sistem kapitalis yang 
mengeksploitasi pekerja demi keuntungan pemilik modal. Menurut Marx, hanya dengan 
mengganti kapitalisme dengan sosialisme, ketimpangan ini dapat diatasi. Ketimpangan 
pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat 
tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, 
ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai 
property rights (Glaeser, 2006) Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah - daerah 
dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing - masing daerah 
yang berbeda beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah 
maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan 
salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin 
melebar (Retnosari, 2006). Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan 
kriteria Bank Dunia sebagai berikut: 
1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah 

terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan 
pendapatan tinggi. 

2. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap 
total pendapatan seluruh penduduk antara 12% - 17% dikategorikan ketimpangan 
pendapatan sedang atau menengah. 

3. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap 
total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan 
pendapatan rendah 

 
Kuncoro (2006) ketimpangan pendapatan ialah standar hidup yang relatif pada seluruh 

masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan 
sumber daya yang tersedia. Sukirno (2006) Ketimpangan pendapatan merupakan suatu 
konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga 
dalam masyarakat. Baldwin (1986)Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan kemakmuran 



MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production 
E-ISSN: 3025-7786 P-ISSN: 3025-7794 

Vol. 2 No. 2 September 2024 
 

 
Alvaro Deleon Sidauruk, dkk. – Universitas Negeri Medan 454 

ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan 
pendapatan. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan 
menyebabkan beberapa hal, antara lain: Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan 
menyebabkan inefisiensi ekonomi. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan 
stabilitas sosal dan solidaritas. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap 
tidak adil. 
 
Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan 
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penghitungan IPM sebagai 
indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya membangun indikator 
yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. 
Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk 
satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar (Latifah, 2017). IPM 
menunjukkan bahwa tingkat dan distribusi sekolah untuk seluruh penduduk menentukan 
distribusi pendapatan (Backer & Chiswick 1966; Mincer 1974). Menurut (Putra, 2018) Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 
Indeks pembangunan manusia diukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, 
pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia, biasanya diukur oleh 
pendapatan nyata per orang. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, IPM merupakan variabel 
yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang 
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakan. 

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan 
manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh 
manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur 
panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap 
sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Menurut UNDP, IPM 
didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the 
choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah 
dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat 
pendidikan dan standard hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia manusia 
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat, yaitu: IPM merupakan 
indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 
manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan 
suatu wilayah/negara Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai 
ukuran kinerja Pemerintan, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana 
Alokasi Umum (DAU). 
 

Kemiskinan 
Pendekatan absolut mendefinisikan kemiskinan berdasarkan standar tetap, seperti garis 

kemiskinan internasional. Pendekatan relatif melihat kemiskinan dalam konteks distribusi 
pendapatan di dalam suatu masyarakat, di mana individu dianggap miskin jika mereka tidak 
dapat mencapai standar hidup yang wajar dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. 
Teori Siklus Kemiskinan: Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan bersifat turun-temurun. 
Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin cenderung memiliki akses yang terbatas ke 
pendidikan dan peluang ekonomi, yang kemudian menjebak mereka dalam kemiskinan. 



MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production 
E-ISSN: 3025-7786 P-ISSN: 3025-7794 

Vol. 2 No. 2 September 2024 
 

 
Alvaro Deleon Sidauruk, dkk. – Universitas Negeri Medan 455 

Pendekatan Multidimensi: Teori ini menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya soal 
kekurangan pendapatan, tetapi juga kekurangan dalam aspek lain seperti pendidikan, 
kesehatan, dan partisipasi sosial. Pendekatan ini tercermin dalam Indeks Kemiskinan 
Multidimensi (IKM). Kemiskinan menurut Suparlan (1995), didefinisikan sebagai suatu 
standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 
sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan. Addae-Korankye (2019) mengemukakan bahwa 
kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sumber daya seseorang atau sekelompok orang 
khususnya sumber daya material yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 
minimumnya. Davis & Sanchez-martinez (2014) kemiskinan didefinisikan sebagai 
kekurangnya yang nyata dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi.  

JRF (2013) dalam (Davis & Sanchez-martinez, 2014), mendefinisikan kemiskinan 
sebagai situasi dimana sumberdaya seseorang terutama sumber daya materialnya tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan minimum (termasuk partisipasi sosial). Sedangkan dalam 
definisi berbeda dikemukakan pula oleh Bank dunia bahwa kemiskinan lebih ditetankan pada 
kondisi yang lebih spesifik seperti malnutrisi, buta huruf dan penyakit. Asrol & Ahmad (2018) 
mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi 
karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi tetapi juga merambah ke dimensi 
sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan sering didefinisikan sebagai suatu 
kondisi dimana seseorang tidak mampu atau tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan 
kesehatan. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dapat 
dikategorikan miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Basis kemiskinan mengacu pada 
kebutuhan minimum 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan minimum bukan 
makanan, yang terdiri dari kebutuhan akan tempat tinggal, sandang, sekolah, dan transportasi, 
serta kebutuhan rumah tangga dan individu lainnya. Menurut BPS (2022), secara konseptual 
definisi kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi: (a) kemiskinan absolut dan (b) kemiskinan 
relatif. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi 
kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan 
yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relative merupakan kondisi miskin 
yang disebabkan adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data berbentuk numerik 
atau angka. Riset ini dilakukan di Sumatera Utara dalam kurun waktu sepuluh tahun (2014-
2023) untuk mengetahui Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan IPM terhadap Kemiskinan 
di Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu 
kombinasi antara data time series dan data cross section. Data yang digunakan adalah data 
sumatera utara dari tahun 2014-2023. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui hasil penelitian yang dipublikasikan 
oleh instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data 
kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan IPM. Variabel penelitian yang digunakan ada dua 
yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). 
1. Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini 
adalah Ketimpangan Pendapatan dan IPM. 
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2. Variabel terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat karna adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
Kemiskinan di Sumatera Utara. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yakni 
mencari dan mengumpulkan data-data yang terdapat di website resmi dan data hasil 
publikasi yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Dalam penelitian ini 
data-data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan yang 
diperlukan dalam penelitian ini. 
 
Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengen 
menggunakan estimasi model regresi dengan menggunakan regresi linear berganda Analisis 
regres digunakan untuk menggambarkan model hubungan antara variabel, selain itu 
digunakam untuk mengetahui variabel bebas mana yang secara statistik berpengaruh 
terhadap variabel terikat untuk memudahkan dalam analisis maka penelitian ini 
menggunakan bantuan software E-Views 12. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis yang diberikan, kita dapat membuat sebuah pembahasan yang 
merangkum temuan dan implikasinya terhadap pengaruh ketimpangan pendapatan (K) dan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan (KP). Berikut adalah 
pembahasan berdasarkan temuan yang disajikan: 
1. Stasioneritas Data: Hasil uji unit root menunjukkan bahwa variabel ketimpangan 

pendapatan (K), kemiskinan (KP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki 
unit root pada rentang waktu 2014-2023. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut 
bersifat stasioner dan tidak mengalami tren yang signifikan selama periode tersebut. 

2. Regresi Jangka Panjang: Dalam regresi jangka panjang, variabel kemiskinan (KP) memiliki 
koefisien sebesar 0.005753 dengan probabilitas sebesar 0.0691, sedangkan variabel IPM 
memiliki koefisien sebesar 3.40E-07 dengan probabilitas sebesar 0.6697. Ini menunjukkan 
bahwa variabel ketimpangan pendapatan (K) memiliki pengaruh yang lebih signifikan 
terhadap variabel kemiskinan dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3. Error Correction Term (ECT): Hasil uji ECT menunjukkan bahwa variabel ECT tidak 
memiliki unit root pada rentang waktu yang diteliti. Ini menunjukkan bahwa variabel-
variabel dalam model regresi cenderung untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang 
setelah terjadi gangguan. 

4. Regresi Jangka Pendek (ECM): Dalam regresi jangka pendek, variabel perubahan 
ketimpangan pendapatan (D(K)) memiliki koefisien sebesar 0.009254 dengan probabilitas 
sebesar 0.0421, sementara variabel perubahan IPM (D(IPM)) memiliki koefisien sebesar -
6.45E-08 dengan probabilitas sebesar 0.8642. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 
dalam ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan 
dalam tingkat kemiskinan, sementara perubahan dalam IPM tidak memiliki pengaruh 
signifikan dalam jangka pendek. 

5. Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi: Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 
tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak asumsi homoskedastisitas pada model 
regresi. Demikian pula, uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang 
cukup untuk menolak asumsi ketidakseragaman pada model regresi. 
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Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, terutama dalam jangka panjang. 
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kebijakan yang 
bertujuan untuk mengurangi kemiskinan harus lebih fokus pada upaya untuk mengurangi 
ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. 
1. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan. Berdasarkan hasil uji t bahwa t 

hitung |0,180091| > t tabel (1,960) dengan demikian Ho ditolak atau H1 diterima dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,08642. Artinya, variabel pendapatan perkapita secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Variabel 
pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif yaitu sebesar (6,4508) artinya bahwa 
setiap kenaikan pendapatan perkapita sebesar satu persen akan menurunkan jumlah 
penduduk miskin sebesar (6,4508) persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
pendapatan perkapita menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang 
diajukan, maka hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Chandra,dkk (2010) yang menunjukkan pendapatan perkapita berpengaruh negatif 
terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2014-2023. Pendapatan perkapita 
merupakan salah satu ukuran kemakmuran bagi tiap daerah. Semakin tinggi pendapatan 
tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno,2006). 

2. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan. Berdasarkan hasil uji t bahwa t hitung |0,180091| > t 
tabel (1,960)) dengan demikian Ho ditolak atau H3 diterima dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,08642. Artinya, variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Variabel IPM memiliki pengaruh negatif yaitu 
sebesar 0,08642artinya bahwa setiap kenaikan IPM sebesar satu persen akan menurunkan 
jumlah penduduk miskin sebesar 0, 0498 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel IPM menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah 
penduduk miskin di Jawa Tengah.  

 
Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka hipotesis penelitian 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cholili (2014). Hal ini selaras dengan 
pernyataan Arsyad (2010) salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan 
pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial 
(pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi 
pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki 
kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia 
secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, 
dengan demikian kemiskinan menurun. 
 
KESIMPULAN 

Dapat diambil beberapa kesimpulan penting: Ketimpangan pendapatan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, terutama dalam jangka panjang. Hal ini 
menunjukkan perlunya fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sebagai 
strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga 
memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan. Meskipun tidak memiliki 
pengaruh signifikan dalam jangka pendek, peningkatan IPM dapat berkontribusi pada 
penurunan jumlah penduduk miskin dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa variabel IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 
di Jawa Tengah, dengan setiap kenaikan IPM sebesar satu persen akan menurunkan jumlah 
penduduk miskin sebesar 0,0498 persen. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan, IPM, dan tingkat kemiskinan, yang dapat 
digunakan untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 
memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi 
kemiskinan dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih terarah dalam 
upaya mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara dan wilayah lainnya. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian mengenai kemiskinan, ketimpangan pendapatan, 
dan Indeks Pembangunan Manusia, berikut adalah beberapa saran kebijakan yang dapat 
dipertimbangkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat: Penguatan Program Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas 
pendidikan serta layanan kesehatan untuk meningkatkan IPM dan kualitas sumber daya 
manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur pendidikan dan 
kesehatan, serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas 
masyarakat. Kebijakan Redistribusi Pendapatan: Implementasi kebijakan yang bertujuan 
untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti pajak progresif dan program bantuan 
sosial yang terfokus pada kelompok masyarakat yang rentan. Langkah-langkah ini dapat 
membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung upaya pengentasan 
kemiskinan. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi: Investasi dalam pembangunan 
infrastruktur ekonomi, seperti jaringan transportasi dan energi, dapat membuka peluang 
ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap 
pasar. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Kerjasama antara Pemerintah: Sinergi antara 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting 
dalam mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan. Koordinasi yang 
baik antara berbagai tingkatan pemerintahan dapat memaksimalkan efektivitas kebijakan dan 
program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Monitoring dan Evaluasi 
Berkelanjutan: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
kebijakan dan program yang telah diimplementasikan untuk mengurangi kemiskinan. Dengan 
evaluasi yang baik, dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar lebih efektif 
dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Dengan mengimplementasikan saran-saran 
kebijakan di atas secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif dalam upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dan memperkuat pembangunan manusia di wilayah Sumatera Utara dan daerah 
lainnya. 
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